
 
 

 
 

 
BUPATI BANTUL 

 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

 
NOMOR    87   TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI  
 

BUPATI BANTUL,  
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-
IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha 
Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri, 

perlu dibentuk Tim Penilai; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul 
tentang Pembentukan Tim Penilai Kawasan Industri; 

 
Mengingat : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  2043); 
 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5492); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 
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5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 

13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950 Nomor 59); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5806); 

 

7. Peraturan   Menteri   Perindustrian   Nomor   39/M-
IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha 
Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri ; 

 
8. Peraturan   Menteri   Perindustrian   Nomor   40/M-

IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Kawasan Industri; 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran  Daerah Kabupaten 
Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73); 

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2016 Nomor 14); 

 
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2016 Nomor 155); 

          
    MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN 
TIM PENILAI KAWASAN INDUSTRI. 

 

KESATU 
 

 
 
 

KEDUA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

: Membentuk Tim Penilai Kawasan Industri, dengan susunan 
dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 
Bupati ini. 

 

: Tugas Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum 
KESATU adalah: 
a. memeriksa kelengkapan administrasi sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan; 

b. melakukan penilaian dan verifikasi kondisi lapangan 
sesuai dengan pedoman teknis pembangunan kawasan 
industri; dan 

c. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan dituangkan ke 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan 

kepada pejabat sesuai dengan kewenangannya. 
 
 



KETIGA 
 

 
KEEMPAT 

 
 
 

KELIMA 
 
 

 

: Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada 
Bupati Bantul. 

 
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017. 

 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 

 
 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 27 Februari 2017          
 

BUPATI BANTUL, 

 
TTD 

 
SUHARSONO 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth : 
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta 
2. Kepala Bappeda DIY; 
3. Kepala Disperindag DIY; 

4. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY; 
5. Ketua DPRD Kab. Bantul; 
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah  

Dan Perindustrian Kabupaten Bantul; 
7. Yang bersangkutan. 

      Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR     87    TAHUN 2017 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

PENI;LAI KAWASAN INDUSTRI  
 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
 
 

NO JABATAN DALAM TIM 
 

JABATAN DALAM DINAS 
 

1. Ketua Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 
Perindustrian Kabupaten Bantul 

 
3. Sekretaris Kabid. Sarana dan Infrastruktur Industri Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian 

Kabupaten Bantul 
 

4. Anggota 1. Kepala Sub Direktorat Kawasan Industri pada 
Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah 
II Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 
2. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Bantul 

3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Kabupaten Bantul 

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan dan 

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 
 

 
 
BUPATI BANTUL, 

 
TTD 

 
SUHARSONO 


